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LAPORAN SINGKAT  

KOMISI V DPR RI 
(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;  

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  DAN TRANSMIGRASI;  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;  

BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tahun Sidang : 2015 – 2016 

Masa Sidang : V 

Rapat : Ke -  

Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja 

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016 

Sifat : Terbuka 

Pukul : 13.45 WIB s.d 16.30 WIB 

Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI  (Ruang KK V) 

Gedung Nusantara. 
Acara : Melanjutkan pembahasan DIM Panja RUU tentang Jasa 

Konstruksi 

Ketua Rapat : H. Muhidin M. Said, SE, MBA 

Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi 

Hadir Anggota :       dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI 

Hadir Pemerintah : Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Standarisasi 
Kompetensi Program Pelatihan, Ditjen Binalattas 
Kementerian Tenaga Kerja; Direktur Sinkronisasi Urusan 
Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri, Kepala 
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan 
HAM beserta jajaran terkait lainnya. 

 
 
 

 

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT 
 

 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 

 
1. Ketua rapat membuka rapat pada pukul 13.45 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan rapat 

dinyatakan terbuka untuk umum.   
 
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa rapat Panja hari ini adalah melanjutkan pembahasan DIM 

RUU tentang Jasa Konstruksi, khususnya terkait mengenai kelembagaan.  
 
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan penjelasannya 

terkait dengan usulan perubahan pada DIM RUU tentang Jasa Kontruksi. 
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II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT : 

 
1.  Terkait dengan Surat Menteri PAN No B/1704/M.PANRB/5/2016 Tentang Pengaturan 

Kelembagaan dalam Undang-undang, Komisi V DPR RI meminta agar Ditjen Bina 

Konstruksi Kementerian PUPR sebagai wakil dari Pemerintah dalam pembahasan RUU 

Jasa Konstruksi untuk berkonsultasi dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi 

dalam rangka mencari solusi yang terbaik terhadap masalah kelembagaan yang terdapat 

di dalam  RUU Jasa Konstruksi. 

2.  Komisi V DPR RI bersama dengan wakil dari Pemerintah sepakat untuk menggendakan 

kembali Rapat Panitia Kerja untuk membahas tentang kelembagaan dalam RUU Jasa 

Konstruksi setelah libur Idul Fitri 1437 H/ 2016 H. 

 
III. PENUTUP 

 

        Rapat ditutup pukul 16.30 WIB dan akan dilanjutkan kembali sampai pemberitahuan lebih lanjut. 
 

     Jakarta, 22 Juni 2016 
 

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT, 

 
 
 

M. BASOEKI HADIMOELJONO 

KETUA RAPAT, 
 

TTD 

 
MUHIDIN M. SAID  
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